
 

 

 
BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL 
Minggu ke-2 September 2021 (3 s.d. 9 September) 

 

 

 

KABINET PEMERINTAHAN BARU  
AFGHANISTAN  
 

Simela Victor Muhamad  
Peneliti Utama/Masalah-masalah Hubungan Internasional  
Email: simela.muhamad@dpr.go.id  
 

 ISU ATAU PERMASALAHAN 
Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan, Selasa (7/9) malam. Meski masih 
bersifat sementara, pemerintahan itu dinilai tidak cukup inklusif. Seluruh jabatan diemban laki-laki dan mayoritas 
berasal dari suku mayoritas, Pashtun. Kelompok Taliban memilih Mullah Hasan Akhund menjadi perdana menteri 
interim. Akhund merupakan rekan dekat pendiri Taliban, Mullah Omar. Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor 
politik Taliban di Doha, Qatar, yang menjadi representasi Taliban di dunia internasional, ditunjuk sebagai wakil 
Akhund. Kabinet Akhund berisi 25 menteri serta dewan penasehat atau syura yang terdiri atas 12 cendekiawan 
Muslim. Tidak ada tokoh perempuan dalam jajaran kursi menteri dan dewan penasehat itu. Kursi menteri luar 
negeri diserahkan kepada Amir Khan Muttaqi. Sedangkan, Sirajuddin Haqqani menjadi menteri dalam negeri, dan 
Mohammed Yaqoob menjadi menteri pertahanan.  
 

Kepala UN Women Pramila Patten mengatakan, ketidakhadiran perempuan dalam pemerintahan sementara 
Afghanistan menimbulkan pertanyaan atas komitmen (Taliban) untuk melindungi dan menghormati hak-hak 
perempuan dan serta anak perempuan Afghanistan. Sejumlah negara, termasuk AS, melihat dan menanti aksi 
konkret Taliban lewat pemerintahan baru. Qatar menyatakan, kabinet Taliban menunjukkan pragmatisme, dan 
mereka akan dinilai atas dasar tindakannya. China menyatakan siap menjalin komunikasi dengan para pemimpin 
pemerintahan baru di Afghanistan. Sementara itu, Uni Eropa menyebut pemerintahan baru bentukan Taliban gagal 
memenuhi janji untuk membangun pemerintahan inklusif. Indonesia, sudah seharusnya juga mencermati 
perkembangan yang terjadi di Afghanistan, termasuk pemerintahan sementara di Afghanistan yang baru terbentuk.  
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